SALINAN

BUPATI KENDAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 9
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Menimbang

Mengingat

1.

DI KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI KENDAL,

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan mewujudkan iklim usaha yang kondusif di
Daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal telah
memberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di
Kabupaten Kendal;

. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum

bagi masyarakat yang akan mengajukan izin gangguan
dengan tetap mempertimbangkan dan mengendalikan setiap
usaha-usaha yang berpotensi menimbulkan gangguan
terhadap kepentingan umum secara terus menerus, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Kendal
dipandang tidak sesuai dengan kondisi sehingga perlu
diadakan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten
Kendal;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-

Undang Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor
9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan
dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3850);
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3.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5073);

.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua antar Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4444);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5058);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta,;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4655);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal
Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kendal Nomor 1 Tahun 1988 Seri D No.01);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 11 Tahun 2007 Seri E No.7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor
3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008
Seri E No.2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 31);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan  Urusan
Pemerintahan Pilihan  yang menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2009
tentang Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2009 Nomor 3 Seri E No. 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 47);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2011
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2011 Nomor 6 Seri E No. 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 70);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 9
Seri C No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 73);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011
tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011
Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 79);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012
tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor S Seri E No. 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
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Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL
dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 9 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU DI
KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Ketentuan BAB V RETRIBUSI IZIN GANGGUAN, Bagian Kelima,
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Pasal 25 ayat (2), ayat
(3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Peraturan
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 9 Seri C No. 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 73)
diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (11),
sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Untuk menetapkan besarnya retribusi Izin Gangguan yang
dibayarkan, ditentukan berdasarkan indeks dan tarif dasar
dengan memperhatikan perkembangan perekonomian yang
dihitung berdasarkan rumus : Biaya Penerbitan Dokumen
Izin + Biaya Pengawasan di Lapangan + Biaya Penegakan
Hukum + Biaya Penatausahaan + Biaya Dampak Negatif.

(2) Biaya Penerbitan Dokumen Izin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung dengan rumus : indeks lokasi x
jumlah tim penerbitan dokumen izin x tarif dasar
penerbitan dokumen izin.

(3) Biaya Pengawasan di Lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung dengan rumus : indeks dampak x
jumlah tim pengawasan di lapangan x tarif dasar
pengawasan di lapangan.

(4) Biaya Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung dengan rumus : indeks dampak x jumlah tim
penegakan hukum x tarif dasar penegakan hukum.

(5) Biaya Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Kendal
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

(6) Biaya Dampak Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung dengan rumus : indeks dampak x indeks besarnya
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(7)

(9)

(10)

(11)

modal x indeks sebaran dampak x tarif dasar biaya dampak
negatif.

Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), indeks
dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan
ayat (6), indeks besarnya modal, indeks sebaran dampak
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tarif dasar penerbitan
dokumen izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tarif
dasar pengawasan di lapangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), tarif dasar penegakan hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dan tarif dasar biaya dampak
negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu di Kabupaten Kendal yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Jumlah Tim Penerbitan Dokumen Izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh)
orang.

Jumlah Tim Pengawasan di Lapangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebanyak 6 (enam)
orang.

Jumlah Tim Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang.

Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
ayat (9), dan ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 31 Mei 2013

BUPATI KENDAL,
Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 31 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013

NOMOR 7 SERI C NO. 1
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II.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU DI KABUPATEN KENDAL

UMUM.

Dengan semakin meningkatnya dunia usaha di daerah, diharapkan
dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Untuk mendukung peningkatan pertumbuhan dunia wusaha di
daerah, maka Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mewujudkan iklim
usaha yang kondusif. Sedangkan pada sisi lain, peningkatan usaha di
daerah berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun
lingkungan sekitar dunia usaha dalam bentuk gangguan terhadap
kepentingan umum secara terus menerus. Oleh karena itu, perlu adanya
peran Pemerintah Daerah dalam mengendalikan dan mengarahkan
kegiatan usaha atau kegiatan lainnya melalui mekanisme perizinan,
sehingga dapat mempertimbangkan dan melindungi secara seimbang
kepentingan dunia usaha dan masyarakat luas.

Di samping itu, untuk menjamin efektifitas pengendalian dunia
usaha, perlu didukung oleh kepastian hukum yang dijamin dalam
perundang-undangan.

Untuk mendukung iklim wusaha di daerah dengan tetap
mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas yang didukung oleh
kepastian hukum, Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Kendal dipandang
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi sekarang sehingga
perlu diubah dan disempurnakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Kendal.

PASAL DEMI PASAL.
Pasal I
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 116
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